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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
OLEH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

PROVINSI BANTEN

PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI BANTEN

jalan Svekh Nawawi Al-Bantani, Paima - Serang- Banten Telp.(0254) 267117
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Disahkan oleh

Ihr s Diuas Perbiubungan Provinsi Bapters

Judul SOP

Dasar Hukum

I lindang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan | 1)
dormuast Publik

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Prlayanan 2)
Publik

B

3 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang hearsipan
q. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5 Peraturan Menteri Komumikasi dan Iinformatika Nomor 10
Tahun 2010 wentang

3)

6. Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Komunikasi dan Informatika

Peratiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemenrintah Daeral)

Peraturan Komisi nformasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pendokumentasiaan Informasi Publik

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 201 2 Tentang Tata Kelola
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

10 Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pelavanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 Tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Keterkaitan

F}EIHIWI H;.;ﬂk_;;ﬂ Informas; Puhlik

Rualifikasi pelaksana
Memahami .F:an uran homisi Informasi Re
Tahun 2017 dan Perki | tahun 2021

Memaham Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tem

puhliandum:siu Nomor |

ang Tata kelola

fﬂﬂ[ﬂ [*fl.l}’filﬁnﬂga[}[ml l"‘fﬂf‘rllltiihﬂn
Daerah dan Peraturan Guberiur Nomor 16 T

heterbukaan Informasi Publik D

aliun 201 Tentang Pedomar

Pelay anan informasi Publik dan Dokument asi Di Lingkungan Pemerintah

Provins: Banten

Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan -

a}  Mdakukan pelayanan publik

b) Memaham: peniddokumentasian kearsipan
dan pengelolaan informasi
€)  Memahami tekniologi mformasi

d) Memiliki latar belakang pendidikan vang mendukung dalam
pelayanan pengelolaan inforasi dan dokumentasi

___ Peralatan/perlengkapan

1.SOP pengelolaan permohonan informasi

2.30PF Pengelolaan keberatan atas informasi

3. 80P Penetapan dan Pemutakhiran Daftar
[nforuasi Publik l

SOP pendokumetasian informasi Publik

Peringatan

Penanganan Sengketa Il’-lfﬂl‘mﬂﬂ-r-i
Publik adalah salah satu tugas dari PPID
pelaksana Dinas Perhubungan, apabila SOP
ini tidak berjalan maka proses Penanganan

Sengketa Informasi Publik pada PPID
Pelaksana Dinas Perh

Prosedur

ubungan tidak berjalan

Formulir isian
komputer
Pesawat Telepon

Jaringan Internet
ATK

____Pencatatan dan pendataan
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Melakiukan prosedur Ajudkas: Non Lygitas:
| Peniyelesaian Sengketa Informasi Publik ke
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__Syarat A Waktu .H Output |
- h 1
| |
Relaas Persidangan QE.; _
Komisi Informasi / | han Disposisi
Pengadilan a
Disposisi t had Surar Kuasa dan Atz
PPID
_ |
| l. Perumbangan
_ tertuhs terhadap |
sengketa _
. informasi ya _
Surat Kuasa dari1 PPID |l har dihadapi yane _
ﬁ. Dokumen bukti
, persidangan |
1. Riisalah/Berita
| Acara
| _ Persidangan |
Perumbangan Tertulis | 2. Kesimpulan Tim
_ mﬁ_&mumﬁ Sengketa 100 hari kerja | Penanganan |
niormasi yang dihadapi|
Sengketa
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